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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan 
 

Laporan Keuangan OPD Kecamatan Sempor disusun sebagai wujud 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan  diharapkan dapat memberikan 

informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana 

untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi 

pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Kecamatan Sempor Kabupaten 

Kebumen. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk 

memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam 

usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu 

pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan.  Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-

kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. 
 

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 
 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-undangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional; 

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta 

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pelaksanaan Tata  Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2007 Nomor 2, Tambatan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95 Tahun 2022 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 95). 
 

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 
 

Bab I Pendahuluan 

 A Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan 

 B Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

 C Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan 

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD 

 A Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

 
B Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang 

Telah Ditetapkan 

Bab III Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 

 A Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

 B Laporan Operasional (LO) 

 C Neraca 

 D Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 

Bab IV Penjelasan dan Informasi-Informasi Non Keuangan 

Bab V Penutup 

 

 

 



BAB II 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD 

 

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 
 

1. Pendapatan 

Realisasi Pendapatan - LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 

2025 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025  mencapai sebesar 

Rp1.080.000,- atau 108% dari anggaran sebesar Rp1.000.000,- dan hal 

tersebut sama dengan pencapaian 2024. Tabel berikut menunjukkan realisasi 

pendapatan yang dicapai. 
 

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA 
 

No 
Jenis 

Pendapatan 

Anggaran 
2025  
(Rp) 

Realisasi 
2025  
(Rp) 

Lebih/(Kurang) 
(Rp) 

% 
Realisasi 

2024  
(Rp) 

1 
Retribusi 
Daerah 

1.000.000 1.080.000 1.080.000 108 1.080.000 

       

Jumlah 1.000.000 1.080.000 1.080.000 108 1.080.000 
 

2. Belanja 

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.155.297.976,- dari 

anggaran sebesar Rp2.376.805.000,- atau mencapai  90,68%. Dan bila 

dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar 

Rp3.794.203.863,- realisasinya mengalami penurunan sebesar 43,19%. 

a. Realisasi Belanja per Akun 

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut: 

 

Uraian Jenis Belanja 
Anggaran 

2025 
(Rp) 

Realisasi 
2025 
(Rp) 

Persentase 
(%) 

Belanja    

Belanja Operasi    

1 Belanja Pegawai 2.007.486.000 1.798.894.564 89,60 

2 Belanja Barang dan Jasa 355.119.000 343.906.812 96,84 

Jumlah Belanja Operasi 2.362.605.000 2.142.801.376 90,69 
 

Belanja Modal    

1 Belanja Modal Peralatan 
dan Mesin 

14.200.000 12.496.600 88,00 

Jumlah Belanja Modal 14.200.000 12.496.600 88,00 
 

Jumlah Belanja 2.376.805.000 2.155.297.976 90,68 

 

 



b. Realisasi Belanja per Sub Kegiatan 

Rincian realisasi belanja per sub kegiatan disajikan sebagai berikut: 

 

Uraian Jenis Belanja 
Anggaran 

2025 
(Rp) 

Realisasi 
2025 
(Rp) 

Persentase 
(%) 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota 

   

Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi 
Perangkat Daerah 

   

1 Sub Kegiatan Penyusunan 
Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

4.422.000 4.331.500 97,95 

2 Sub Kegiatan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

1.484.000 1.399.100 94,27 

 

Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat Daerah 

   

1 Sub Kegiatan Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan ASN 

2.007.486.000 1.798.894.564 89,60 

2 Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

11.666.000 10.632.819 91,14 

 

Kegiatan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

   

1 Sub Kegiatan Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

2.160.000 2.133.000 98,75 

2 Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

12.800.000 12.800.000 100,00 

3 Sub Kegiatan Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

3.150.000 3.143.900 99,80 

4 Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-
undangan 

1.860.000 1.680.000 90,32 

5 Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan/Material 

7.106.000 6.999.000 98,49 

6 Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 

2.370.000 2.320.000 97,89 

7 Sub Kegiatan 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

2.066.000 2.025.000 98,01 



 

Kegiatan Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

   

1 Sub Kegiatan Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

5.000.000 3.396.600 67,93 

2 Sub Kegiatan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

9.200.000 9.100.000 98,91 

 

Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

   

1 Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

750.000 748.000 99,73 

2 Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

39.660.000 32.792.320 82,68 

3 Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

31.018.000 30.936.500 99,73 

 

Kegiatan Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

   

1 Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

53.000.000 52.795.678 99,61 

2 Sub Kegiatan Pemeliharaan 
Mebel 

4.500.000 4.410.001 98,00 

3 Sub Kegiatan Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

6.000.000 6.000.000 100,00 

4 Sub Kegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

4.200.000 4.172.000 99,33 

 

Program Penyelenggaraan 
Pemerintahan dan Pelayanan 
Publik 

   

Kegiatan Pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang Dilimpahkan 
kepada Camat 

   

1 Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Urusan Pemerintahan yang  
terkait dengan Nonperizinan 

13.082.000 12.847.500 98,20 

2 Sub Kegiatan Pelaksanaan 5.000.000 4.999.000 99,98 



Urusan Pemerintahan yang 
Terkait dengan 
Kewenangan Lain yang 
Dilimpahkan 

 

Program Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 

   

Kegiatan Penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan Umum 
sesuai Penugasan Kepala 
Daerah 

   

1 Sub Kegiatan Pembinaan 
Wawasan Kebangsaan dan 
Ketahanan Nasional dalam 
rangka Memantapkan 
Pengamalan Pancasila, 
Pelaksanaan Undang  
Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 
1945, Pelestarian Bhinneka 
Tunggal Ika Serta 
Pemertahanan dan 
Pemeliharaan Keutuhan 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia 

23.759.000 23.692.294 99,71 

 

Program Pembinaan Dan 
Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

   

Kegiatan Fasilitasi, 
Rekomendasi dan Koordinasi 
Pembinaan dan Pengawasan 
Pemerintahan Desa 

   

1 Sub Kegiatan Fasilitasi 
Pengelolaan Keuangan 
Desa dan Pendayagunaan 
Aset Desa 

15.985.000 15.478.500 96,83 

2 Sub Kegiatan Fasilitasi 
Sinkronisasi Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
dengan Pembangunan 
Desa 

8.148.000 8.115.500 99,60 

3 Sub Kegiatan Fasilitasi 
Penyelenggaraan 
Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum 

5.920.000 5.910.400 99,83 

4 Sub Kegiatan Fasilitasi 
Penyusunan Perencanaan 
Pembangunan Partisipatif 

16.547.000 15.889.100 96,02 

5 Sub Kegiatan Fasilitasi 
Penyusunan Program dan 
Pelaksanaan 

73.494.000 72.762.200 99,00 



Pemberdayaan Masyarakat 
Desa 

6 Sub Kegiatan Koordinasi 
Pendampingan Desa di 
Wilayahnya 

4.972.000 4.893.500 98,42 

 

Jumlah Belanja 2.376.805.000 2.155.297.976 90,68 

 

B. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah 

Ditetapkan 
 

Hambatan yang dihadapai secara umum dalam pencapaian target anggaran 

yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2025 antara lain: 

1. Pendapatan 

Pendapatan Retribusi terealisasi sebesar 108%. Pencapaian melebihi target 

sehingga tidak ada hambatan. 

2. Belanja 

Realisasi belanja sebesar 90,68% dan tidak mengalami hambatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

1. Pendapatan 

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.000.000,-. 

Terealisasikan sebesar Rp1.080.000,- atau 108% dari target yang ditetapkan. 
 

Realisasi Pendapatan OPD Kecamatan Sempor 

Tahun Anggaran 2025 
 

Pendapatan 
Anggaran 

2025  
(Rp) 

Realisasi 
2025  
(Rp) 

Lebih/(Kurang) 
(Rp) 

% 
Realisasi 

2024  
(Rp) 

Pendapatan 
Asli Daerah 

1.000.000 1.080.000 1.080.000 108 1.080.000 

 

Pendapatan OPD Kecamatan Sempor Tahun Anggaran 2025 mencapai target 

sebesar 108% dari anggaran dan sama dengan realisasi Tahun Anggaran 2024. 

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.080.000,- terdiri dari: 
 

Pendapatan Asli 
Daerah 

2025 
% 

Realisasi 2024 
(Audited) 

(Rp) 
Anggaran  

(Rp) 
Realisasi  

(Rp) 

Retribusi Daerah 1.000.000 1.080.000 108 1.080.000 

     

Jumlah 1.000.000 1.080.000 108 1.080.000 
 

2. Belanja 

Realisasi belanja OPD Kecamatan Sempor Tahun Anggaran 2025 adalah 

sebesar Rp2.155.297.976,- atau 90,68% dari anggaran sebesar 

Rp2.376.805.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 

2025 tersaji sebagai berikut: 

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 
 

Uraian  
Anggaran 

2025 
(Rp) 

Realisasi 
2025 
(Rp) 

(%) 
Realisasi 

2024 
(Rp) 

Belanja     

Belanja Operasi     

1 Belanja Pegawai 2.007.486.000 1.798.894.564 89,60 1.963.878.479 

2 Belanja Barang dan 
Jasa 

355.119.000 343.906.812 96,84 1.790.275.384 

Jumlah Belanja Operasi 2.362.605.000 2.142.801.376 90,69 3.754.153.863 
  

Belanja Modal     

1 Belanja Modal 
Peralatan dan Mesin 

14.200.000 12.496.600 88,00 40.050.000 



Jumlah Belanja Modal 14.200.000 12.496.600 88,00 40.050.000 
 

Jumlah Belanja 2.376.805.000 2.155.297.976 90,68 3.794.203.863 
 

Berdasarkan abel  di atas, perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 

dengan Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada  

Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.638.905.887,- atau 

43,19% dengan rincian Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar 42,92% 

dan Belanja Modal turun 68,79%. 

a. Belanja Operasi 

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.142.801.376,- mencapai 90,69% dari 

anggaran sebesar Rp2.362.605.000,-. Apabila dibandingkan dengan 

realisasi 2024 yang sebesar Rp3.754.153.863,- mengalami penurunan 

sebesar 42,92%. 

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. 

Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa 

Tahun Anggaran 2025 dan 2024 tersaji sebagai berikut: 
 

Uraian  
Anggaran 

2025 
(Rp) 

Realisasi 
2025 
(Rp) 

(%) 
Realisasi 

2024 
(Rp) 

1 Belanja Pegawai     

 a. Belanja Gaji 
dan 
Tunjangan 
ASN 

1.256.741.000 1.118.041.043 88,96 1.228.770.750 

 b. Belanja 
Tambahan 
Penghasilan 
ASN 

750.745.000 680.853.521 90,69 722.795.229 

 c. Tambahan 
Penghasilan 
berdasarkan 
Pertimbangan 
Objektif 
Lainnya ASN 

0 0 0,00 12.312.500 

2 Belanja Barang 
dan Jasa 

    

 a. Belanja 
Barang 

207.828.000 205.481.544 98,87 1.241.468.472 

 b. Belanja Jasa 100.140.000 91.485.267 91,35 393.881.912 

 c. Belanja 
Pemeliharaan 

19.660.000 19.570.001 99,54 6.370.000 

 d. Belanja 
Perjalanan 
Dinas 

27.491.000 27.370.000 99,55 148.555.000 

 

Jumlah Belanja 
Operasi 

2.362.605.000 2.142.801.376 90,69 3.754.153.863 

 



b. Belanja Modal 

Belanja modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Rincian 

realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebagai 

berikut: 
 

Uraian  
Anggaran 

2025 
(Rp) 

Realisasi 
2025 
(Rp) 

(%) 
Realisasi 

2024 
(Rp) 

1 Belanja Modal 
Peralatan dan 
Mesin 

    

 a. Belanja Modal 
Alat Kantor 
dan Rumah 
Tangga 

9.200.000 9.100.000 98,91 0 

 b. Belanja Modal 
Komputer 

5.000.000 3.396.600 67,93 40.050.000 

 

Jumlah Belanja 
Modal 

14.200.000 12.496.600 88,00 40.050.000 

 

Realisasi belanja modal tahun 2025 sebesar Rp12.496.600,- atau tercapai 

88,00% dari anggaran sebesar Rp14.200.000,-. Dibandingkan realisasi 

tahun 2024 yang sebesar Rp. 40.050.000,- realisasi belanja modal tahun 

2025 turun sebesar 68,79%. 
 

B. Laporan Operasional (LO) 

1. Pendapatan 

Pendapatan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan 

untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 

sebesar Rp1.080.000,- dengan rincian sebagai berikut: 
 

Realisasi Pendapatan – LO 
 

Uraian Anggaran 2025 
(Rp) 

Realisasi 2024 
(Rp) 

Pendapatan   

Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO   

1 Retribusi Daerah – LO 1.080.000 1.080.000 
 

Jumlah 1.080.000 1.080.000 
 

Dari tabel di atas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2025 sebesar 

Rp1.080.000,- atau sebesar 100% dibandingkan tahun sebelumnya. 

2. Beban 

Realisasi Beban OPD Kecamatan Sempor pada Tahun Anggaran 2025 adalah 

sebesar Rp2.085.960.526,- dengan rincian sebagai berikut: 
 

Rincian Realisasi Beban Tahun Anggaran 2025 dan 2024 
 

Uraian 
Tahun 2025 

(Rp) 
Tahun 2024 

(Rp) 
Kenaikan/ 
Penurunan 



(%) 

Beban    

Beban Operasi    

a. Beban Pegawai 1.744.703.131,- 1.958.065.775,- -10,90 

b. Beban Barang dan 
Jasa 

341.257.395,- 1.792.216.347,- -80,96 

Jumlah Beban Operasi 2.085.960.526,- 3.750.282.122,- -44,38 

 

Beban Penyusutan dan 
Amortisasi 

   

Beban Penyusutan dan 
Amortisasi 

0,- 104.669.855,- -100,00 

Jumlah Beban Penyusutan 
dan Amortisasi 

0,- 104.669.855,- -100,00 

 

Jumlah Beban 2.085.960.526,- 3.854.951.977,- -45,89 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui Beban LO tahun 2025 menurun sebesar 

Rp1.768.991.451,- atau sebesar -45,89 % dibandingkan tahun sebelumnya. 

Beban Operasi tahun 2025 sebesar Rp2.085.960.526,- terdiri dari beban 

pegawai sebesar Rp1.744.703.131,- dan beban barang dan jasa sebesar 

Rp341.257.395,-. Adapun rincian beban pegawai tahun 2025 sebagai berikut: 
 

Rincian Beban Pegawai 
 

No Uraian 
Tahun 2025 

(Rp) 
Tahun 2024 

(Rp) 
Kenaikan/ 

Penurunan (%) 

1 Beban Gaji dan 
Tunjangan ASN 

1.118.041.043 1.228.770.750 -9,01 

2 Beban Tambahan 
Penghasilan ASN 

626.662.088 716.982.525 -12,60 

3 Beban Tambahan 
Penghasilan berdasarkan 
Pertimbangan Objektif 
Lainnya ASN   

0 12.312.500 -100,00 

 

Jumlah 1.744.703.131 1.958.065.775 -10,90 
 

Adapun rincian beban barang dan jasa tahun 2025 sebagai berikut: 
 

Rincian Beban Barang dan Jasa 
 

No Uraian 
Tahun 2025 

(Rp) 
Tahun 2024 

(Rp) 
Kenaikan/ 

Penurunan (%) 

1 Beban Barang  205.622.544 1.241.317.672 -83,44 

2 Beban Jasa 88.694.850 395.973.675 -77,60 

3 Beban Pemeliharaan 19.570.001 6.370.000 207,22 

4 Beban Perjalanan Dinas 27.370.000 148.555.000 -81,58 
 

Jumlah 341.257.395 1.792.216.347 -80,96 
 

Sedangkan beban penyusutan dan amortisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp0,. 



Defisit - LO untuk tahun 2025 sebesar Rp(2.084.880.526,-) atau turun sebesar -

45,90% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp(3.853.871.977,-). 
 

C. Neraca 

1. Aset 

a. Aset Lancar 

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar 

Rp84.000,- dan Rp225.000,-. Aset lancar yang tersaji merupakan 

persediaan. 

b. Aset Tetap 

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji sebesar 

Rp680.311.568,- dan  Rp667.814.968,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan 

aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan 

digunakan dalam kegiatan operasional entitas. 

Rincian Aset Tetap OPD Kecamatan Sempor per 31 Desember 2025 dan 

2024 disajikan pada Tabel berikut: 
 

Rincian Aset Tetap 
 

No Uraian 
Tahun 2025  

(Rp) 
Tahun 2024  

(Rp) 

1 Tanah 83.295.000 83.295.000 

2 Peralatan dan Mesin 1.327.088.317 1.314.591.717 

3 Gedung dan Bangunan 275.084.000 275.084.000 

4 Jalan, Jaringan, dan 
Irigasi 

5.000.000 5.000.000 

5 Akumulasi Penyusutan (1.010.155.749) (1.010.155.749) 
 

Jumlah 680.311.568 667.814.968 
 

1) Tanah 

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki OPD Kecamatan Sempor per 

31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp83.295.000,- dan Rp83.295.000,. 

Tanah yang tercatat di Neraca OPD Kecamatan Sempor terdiri dari: 
 

No Uraian 
Saldo Awal 

(Rp) 
Bertambah 

(Rp) 
Berkurang 

(Rp) 
Saldo Akhir 

(Rp) 

1 Tanah OPD 83.295.000 0 0 83.295.000 
 

Jumlah 83.295.000 0 0 83.295.000 
 

2) Peralatan dan Mesin 

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 

2024 adalah  Rp1.327.088.317,- dan Rp1.314.591.717,-. Mutasi nilai 

peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

Saldo per 31 Desember 2024  Rp                      1.314.591.717,-            

Mutasi tambah:   

Belanja Modal  Rp.                          12.496.600,-  

Mutasi dari SKPD lain  Rp                                           0,-  

Reklas/koreksi tambah Aset   Rp                                           0,-  



Total tambah  Rp.                          12.496.600,-  
 

Mutasi kurang:   

Penghapusan  Rp                                            0,-  

Rusak Berat  Rp                                            0,-  

Mutasi ke SKPD lain  Rp                                            0,-  

Koreksi   Rp                                            0,-  

Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)  Rp                                            0,-  

Total kurang  Rp                                            0,-  
 

Saldo per 31 Desember 2025  Rp                      1.327.088.317,-            
 

Adapun mutasi tambah sebesar Rp12.496.600,- merupakan belanja 

modal pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut: 
 

No Nama Barang 
Tahun 

Perolehan 
Jumlah Satuan 

Harga 
Perolehan 

(Rp) 

1 AC Split 2025 1 Unit  9.100.000  

2 Printer (Peralatan 
Personal Komputer) 

2025 1 Unit 3.396.600 

 

Jumlah   2 Unit 12.496.600  
 

3) Gedung dan Bangunan 

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 

Rp275.084.000,- dan Rp275.084.000,-. Mutasi nilai gedung dan bangunan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

Saldo per 31 Desember 2024  Rp                         275.084.000,-            

Mutasi tambah:   

Belanja Modal  Rp                                            0,-  

Mutasi dari SKPD lain  Rp                                            0,-  

Reklas/koreksi tambah Aset   Rp                                            0,-  

Total tambah  Rp                                            0,-  
 

Mutasi kurang:   

Penghapusan Aset  Rp                                            0,-  

Rusak Berat  Rp                                            0,-  

Mutasi ke SKPD lain  Rp                                            0,-  

Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)  Rp                                            0,-  

Total kurang  Rp                                            0,-  
 

Saldo per 31 Desember 2025  Rp                         275.084.000,-            
 

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp275.084.000,- terdiri dari: 
 

No Uraian 
Saldo Awal 

(Rp) 
Bertambah 

(Rp) 
Berkurang 

(Rp) 
Saldo Akhir 

(Rp) 

1 Gedung 
Kantor 

155.974.000 0 0 155.974.000 

2 Gudang 
Tertutup 

30.000.000 0 0 30.000.000 



3 Gudang 
Lain-Lain 

38.610.000 0 0 38.610.000 

4 Gedung 
Pertemuan 

50.500.000 0 0 50.500.000 

 

Jumlah 275.084.000 0 0 275.084.000 
 

4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp5.000.000,- dan  Rp5.000.000,-. 
 

Saldo per 31 Desember 2024  Rp                             5.000.000,-            

Mutasi tambah:   

Belanja Modal  Rp                                            0,-  

Mutasi dari SKPD lain  Rp                                            0,-  

Reklas/koreksi tambah Aset   Rp                                            0,-  

Total tambah  Rp                                            0,-  
 

Mutasi kurang:   

Penghapusan Aset  Rp                                            0,-  

Rusak Berat  Rp                                            0,-  

Mutasi ke SKPD lain  Rp                                            0,-  

Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)  Rp                                            0,-  

Total kurang  Rp                                            0,-  
 

Saldo per 31 Desember 2025  Rp                             5.000.000,-            
 

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp5.000.000- merupakan jaringan distribusi 

lain-lain yang dimiliki Kecamatan Sempor. 
 

5) Akumulasi Penyusutan 

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada OPD Kecamatan Sempor 

Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(1.010.155.749,-) dan 

Rp(1.010.155.749,-). OPD Kecamatan Sempor tahun 2025 merupakan 

tahun ke-11 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke akrual 

basis, sehingga tahun 2024 merupakan tahun ke-10 dalam melakukan 

penyusutan. 
 

2. Kewajiban 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024 tersaji 

sebesar  Rp3.309.316,- dan Rp60.291.166,-. Kewajiban Jangka Pendek 

merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam 

waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 
 

No Uraian 
Tahun 2025 

(Rp) 
Tahun 2024 

(Rp) 

1 Utang Belanja 3.309.316 60.291.166 
 

Jumlah 3.309.316 60.291.166 
 



Utang belanja tahun 2025 yang tersaji di atas merupakan utang belanja jasa, 

yakni utang belanja jasa kantor-tagihan air sebesar Rp111.200,- dan utang 

belanja jasa kantor-tagihan listrik sebesar Rp3.198.116,-. 
 

3. Ekuitas 

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah  sebesar 

Rp677.086.252,- dan  Rp607.748.802,-. 
 

D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
 

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan 

Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas 

operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
 

1. Ekuitas Awal 2025 Rp             607.748.802,- 
2. Defisit-LO Rp       (2.084.880.526,-) 
3. RK PPKD Rp          2.154.217.976,- 
4. Dampak Kumulatif Perubahan 

Kebijakan/Kesalahan Mendasar 
Rp                               0,- 

5. Ekuitas Akhir Rp             677.086.252,- 
 

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp607.748.802,- merupakan reklasifikasi dari ekuitas 

dana tahun 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 

 

 Secara geografis Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen terletak diujung 

sebelah barat bagian utara Kabupaten Kebumen. Wilayah Kecamatan Sempor 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara pada sisi sebelah utara dan 

juga terdapat wilayah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 0 – 997,5 meter 

diatas permukaan laut. 
 

Peta Administrasi Kecamatan Sempor 
 

 
 

Secara administratif Kecamatan Sempor termasuk dalam wilayah Kabupaten 

Kebumen Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

Sebelah Utara  : Kabupaten Banjarnegara 

Sebelah Timur  : Kecamatan Karanganyar  

  Kecamatan Karanggayam  

Sebelah Selatan  : Kecamatan Kuwarasan  

  Kecamatan Gombong 

Sebelah Barat  : Kecamatan Rowokele  



  Kecamatan Buayan 

Luas Wilayah Kecamatan Sempor adalah 10.015,031 hektar yang terbagi dalam 16 

desa. 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sempor dibentuk sesuai 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 

tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 

Kecamatan, dengan rincian jabatan sebagai berikut : 

1. Camat 

2. Sekretaris Camat membawahi: 

 Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 

 Kasubbag Umum dan Kepegawaian 

3. Kasi-Kasi 

 Kasi Tata Pemerintahan  

 Kasi Ketentraman dan Ketertiban 

 Kasi Pemberdayaan Masyarakat 

 Kasi Kesejahteraan Sosial 

4. Staf pada masing-masing seksi dan sub bagian. 

Jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Sempor berjumlah 

19 orang yang terdiri dari 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 orang Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 2 orang Petugas Penunjang Kegiatan 

(P2K). 

Di Kecamatan Sempor terdapat 16 Desa, dengan Jumlah penduduk per 2025, 

sebagai berikut : 

Jumlah Penduduk Kecamatan Sempor Menurut Desa Tahun 2025 

No Desa Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Sidoharum     2.534     2.428  4.962 

2 Selokerto     2.595      2.582  5.177 

3 Kalibeji     2.664      2.500  5.164 

4 Jatinegara     2.809     2.798  5.607 

5 Bejiruyung     1.824      1.776  3.600 

6 Pekuncen      1.440      1.506  2.946 

7 Kedungjati     1.594      1.507  3.101 

8 Semali     1.561      1.485  3.046 

9 Bonosari      1.239      1.222  2.461 

10 Sempor      2.311      2.274  4.585 

11 Tunjungseto      3.499      3.374  6.873 

12 Sampang      4.285      3.976  8.261 



13 Donorojo      2.711      2.669  5.380 

14 Kedungwringin      1.801      1.762  3.563 

15 Kenteng      2.359      2.318  4.677 

16 Somagede      2.171      2.021  4.192 
 

Jumlah Total 37.397 36.198 73.595 
 

Sumber: Kecamatan Sempor Dalam Angka 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























